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ABSTRAK 

 

Nurlaelah, 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota 

Batu” 

Pembimbing : Sri Andriani SE., M.Si 

Kata Kunci  : Tingkat Pengungkapan, Laporan Keuangan, Kinerja. 

 Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan komponen 

penting dalam menciptakan suatu akuntabilitas sektor publik. Pengungkapan 

(disclosure) memiliki arti tidak menutupi dan tidak menyembunyikan. Apabila 

dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti  bahwa  laporan  

keuangan  harus  memberi  informasi  dan penjelasan yang cukup mengenai 

hasil aktivitas suatu unit organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 

mendefinisikan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja berupa keluaran dari suatu 

kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang dapat 

diukur. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah 

Kota Batu dilihat dari tingkat pengungkapan laporan keuangan, dimana 

Pemerintah Kota Batu memiliki opini wajar tanpa pengecualian.  

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan analisis studi kasus berdasarkan tiga pengukuran, yakni 

tingkat pengungkapan, analisis varians, dan analisis rasio keuangan. Adapun 

objek dalam penelitian ini merupakan Badan Keuangan Daerah Pemerintah 

Daerah Kota Batu. Serta subjek peneltian adalah Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan dalam Pengukuran Kinerja. selanjutnya data dikumpulkan melalui 

kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data melalui 

tiga tahap yakni pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan 

keuangan Kota Batu secara garis besar baik, sesuai dengan standar akuntansi. Hal 

ini dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota 

Batu menyajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 

tentang standar akuntansi Pemerintah, akan tetapi jika dilihat dari analisis varians 

pendapatan terjadi selisih negatif, sehingga kurangnya optimal dalam menggali 

dan memungut potensi pendapatan Daerah yang ada. Dan jika dilihat dari varians 

belanja, Pemerintah Kota Batu lebih memprioritaskan pada Belanja rutin daripada 

belanja modal/investasi. 
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ABSTRACT 

 

Nurlaelah, 2018, SKRIPSI. Title: "Analysis of Financial Statement Disclosure in 

Local Government Performance Measurement of Batu City" 

Advisor : Sri Andriani SE., M.Si 

Keywords : Disclosure Level, Financial Statement, Performance.  

Financial statements in public sector organizations are an important 

component of creating a public sector accountability. Disclosure has a meaning 

not to cover and not hide. When associated with a financial statement, a 

disclosure means that the financial statements should provide sufficient 

information and explanation of the activity result of a business unit. Government 

Regulation No. 90 of 2010 defines performance as an output of an activity or the 

outcome of a program with quantifiable quantity and quality. The disclosure aims 

to measure the performance of Batu City Government seen from the level of 

financial statement disclosure, where Batu City Government has unqualified 

opinion.  

 In this research use descriptive qualitative research method by using case 

study analysis based on three measurement, namely disclosure level, variance 

analysis, and financial ratio analysis. The object in this study is the Regional 

Government Finance Agency of Batu City. And the subject of the study is the 

Financial Statement Disclosure Level in Performance Measurement. then the data 

is collected through observation, interview and documentation. By data analysis 

through three stages namely data collection, data analysis and conclusion. 

 The result of the research indicates that the level of disclosure of financial 

statements of Kota Batu in general is good, in accordance with accounting 

standard. It can be seen that the level of disclosure of financial statements of Batu 

City Government presents in accordance with Government Regulation number 71 

of 2010 concerning Government accounting standard, but when viewed from the 

analysis of income variance happened negative difference, so that the lack of 

optimal in digging and collecting potential income of existing Area . And if seen 

from the expenditure variance, Batu City Government prioritizes on routine 

Shopping rather than capital expenditure / investment. 
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 الملخص
تحليل معدل الإفصاح عن البينات المالية في قياس أداء  " :، مقال. العنوان 2018، نور ليلة

 "لمدينة باتو الحكومة المحلية 
 SE ،M.Siسري أندرياني   :المشرف 

 .مستوى الإفصاح، البينات المالية، والأداء : كلمات البحث
  

تعد البيانات المالية في مؤسسات القطاع العام عنصرا ىاما في خلق مساءلة القطاع العام. 
الإفصاح )أي الكشف( لا يغطي ولا يخفي. عند الإقران بالبيانات المالية ، يعني الكشف أن 
البيانات المالية يجب أن توفر معلومات وشرحًا كافيين لأنشطة الوحدة التنظيمية. تحدد اللائحة 

الأداء كأداء نشاط أو مخرجات برنامج ذو كمية ونوعية قابلة  2010لعام  00الحكومية رقم 
قياس الكمي. يهدف الكشف إلى قياس أداء حكومة مدينة باتو من مستوى الإفصاح عن لل

 البيانات المالية ، حيث تتمتع حكومة مدينة باتو برأي غير مؤىل.
استخدم ىذا البحث أسلوب البحث الوصفي النوعي باستخدام تحليل دراسة الحالة على 

التباين ، وتحليل النسبة المالية. الهدف في  أساس ثلاثة مقاييس ، وىي مستوى الإفصاح ، وتحليل
ىذه الدراسة ىو وكالة تمويل الحكومة الإقليمية لمدينة باتو. وموضوع الدراسة ىو مستوى الإفصاح 
عن البيان المالي في قياس الأداء. ثم يتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. من 

 ث مراحل وىي جمع البيانات وتحليل البيانات والاستنتاج.خلال تحليل البيانات من خلال ثلا
تشير نتيجة البحث إلى أن مستوى الإفصاح عن البيانات المالية لمدينة باتو بشكل عام 
جيد ، وفقاً للمعايير المحاسبية. يمكن ملاحظة أن مستوى الإفصاح عن البيانات المالية لحكومة 

فيما يتعلق بالمعيار  2010من اللائحة الحكومية لعام  11مدينة باتو يتم تقديمو وفقاً للمادة 
المحاسبي الحكومي ، لكن عند النظر إليو من تحليل تباين الدخل ، حدث فرق سلبي ، بحيث لا 
يكون الأمثل في الحفر وجمع الدخل المحتمل للمنطقة القائمة ، وإذا رأينا من تباين الإنفاق ، فإن 

 وية للتسوق الروتيني بدلًا من الإنفاق الرأسمالي / الاستثمار.حكومة مدينة باتو تعطي الأول
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara berkembang, sehingga semakin menguatnya 

tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh suatuOorganisasi sektor publik 

(seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, unit-unit kerja Pemerintah, departemen dan 

lembaga lembaga Negara), Tuntutan akuntabilitas sektor publik ini terkait 

perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasiKkepada publik dalam 

rangka pemenuhanNhak-hak publik (Mardiasmo, 2009). Terlebih adanya Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana pada 

undang-undang ini mengemukakan bahwa badan publik memiliki kewajiban 

untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada 

dibawah kewenangannya. LaporanKKeuangan yang diterbitkan oleh lembaga 

publik merupakan laporan keuangan publik yang berhak diperoleh oleh 

masyarakat (Hasanah dan Achmad, 2017).  

Laporan keuangan dalamOorganisasi sektor publik merupakan komponen 

penting dalam menciptakan suatu akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan 

yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik 

menimbulkanNimplikasi bagi manajemen sektor publik agar memberikan 

informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah terkait informasi akuntansi 

yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 28 menjelaskanTtentang kerangka 

konseptual akuntansi Pemerintah SAP berbasis akrual yang meliputi 
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laporanRrealisasi anggaran, laporanPperubahan saldo anggaran lebih, neraca, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan . 

Menurut Afifah (2010) mengemukakanDdalam bukunya bahwa informasi 

laporan keuangan harus disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh 

pembaca informasi keuangan sektorPpublik. Informasi akuntansi yang dibutuhkan 

oleh pengguna laporan keuangan baik itu Pemerintah ataupun masyarakat dapat 

ditempatkan pada lembar muka (On the face)  laporan keuangan atau catatan atas 

laporan keuangan (CALK). Salah satuAaspek penting dari Pemerintah Daerah 

adalah masalah pengelolaan keuangan anggaran Daerah dan pengelolaan 

keuangan Daerah yang berpengaruhTterhadap perkembangan suatu Daerah 

tersebut (Mardiasmo, 2009).   

Salah satu cara untuk menghindari masalah tentang pengelolaan keuangan 

Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengungkapkan laporan keuangan yang 

berakuntabilitas dan secara transparansiTterhadap publik adalah dengan 

melakukan pengungkapan secara benar. Pandangan secara konseptual 

pengungkapanAatau disclosure  merupakan bagian yang sangat penting dari 

pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis pengungkapan dalam proses 

akuntansi merupakan langkah akhir dari kegiatan akuntansi yang berupa penyajian 

laporan keuangan suatuOorganisasi. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) 

menjelaskan pengungkapan atau disclosure sebagai berikut: 

“Disclosure means supplying information in the financial statements them 

selves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure 

associated with the statements. It does not extend to public or private 
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statements by made managementor information provided outside the 

financial statements.”  

Tingkat pengungkapan laporan keuangan menyajikan suatu informasi yang 

akan dilaporkan Pemerintah, praktik yang umum adalahMmenyediakan informasi 

yang luas untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip dalam 

hal tersebut yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (full disclosure), 

mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang ada dalam laporan keuangan 

Pemerintah mencerminkan serangkaian trade off penilaian. Trade off ini terjadi 

antara kebutuhan dalam mengungkapkan dengan secara cukup terinci hal-hal yang 

mempengaruhi keputusan pemakai, dengan dan kebutuhan untuk memadatkan 

penyajian laporan keuangan agar informasi dapat dipahami oleh pengguna laporan 

keuangan. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga perlu 

memperhitungkan biaya pembuatan laporan keuangan dan penggunaan dalam 

laporan keuangan (Kieso, 2009).   

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik yang memiliki 

tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat 

membuat aturanUumum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah berupa konstitusi 

atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya (Hasanah 

dan Achmad, 2017). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2) 

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, 

Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sistem sentralisasi menjadi suatu 

sumber permasalahan yang hangat diperbincangkan pada era reformasi. Wacana 

akan desentralisasi yang muncul, mengakibatkan berbagai sorotan tajam terhadap 

kelemahan sistem sentralisasi.  
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Pada saat itu ancaman akan disintegralisasi bangsa dirasakan menguat akibat 

kurangnya perhatian kepada sebagian besar Daerah, sehingga desentralisasi 

dengan penerapan otonomi Daerah dirasa menjadi jalan keluarnya. Dengan 

adanya otonomi Daerah ini memberikan wewenang kepada kepala Daerah untuk 

dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakan menjadi salah satu wujud 

kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, 

mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Menurut Hasanah dan Achmad (2017) 

menjelaskan bahwa munculnya otonomi Daerah bersyarat akan kewajiban 

Pemerintah sebagai pengemban amanah sebagai penyedia layanan kepada 

masyarakat, untuk dapat  meningkatkan kinerjanya. Dimana masyarakat akan 

menilai Pemerintah dari kinerja mereka.  

Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu kegiatan, program serta kebijakan 

secara kualitas dan kuantitas dalamMmewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

suatu organisaisi. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 mendefinisikan 

bahwa kinerja sebagai prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil 

dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Sedangkan 

menurut  Bastian (2010) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran suatu 

organisasi mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program 

dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi 
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yang tertuang dalam rumusan skema strategi (strategi planning) suatu organisasi. 

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat 

dicapai oleh suatu organisasi (Bastian, 2010). Kinerja sektor publik bersifat 

multidimensional, sehinggaTtidak ada indikator tunggal yang digunakan untuk 

menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena 

sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, 

maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. 

Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non financial (Mardiasmo, 

2009:122). Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh 

aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dan pengukuran tersebut tidak 

semata-mata kepada input (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, 

atau manfaat program tersebut. 

Penilaian dan pengukuran mengenai kinerja perlu dilakukan, guna menilai 

atau mengevalusai hasilPpencapaian suatu organisasi pada periode tertentu. Dari 

pengukuran ini maka para organisatoris atau Pemerintah dapat melakukan 

perbaikan mengenai kekurangannya yang dilakukan di periode sebelumnya. 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat 

ukur financial dan non-financial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan 

sebagai alat pengendalian organisasi (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan daerah 

atau kemampuan Daerah merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan 

untuk melihat kemampuan Daerah dalamMmenjalankan otonomi Daerah (Halim, 

2007). Menurut Mardiasmo (2009) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja 
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keuanganDDaerah yang dituntut lebih baikDdibandingkan dengan sebelum 

otonomi Daerah. Terdapat dua aspek dalam reformasi pembiayaan. Aspek 

pertama adalah bahwa Daerah diberi kewenangan dalam mengurusPpembiayaan 

daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asliDDaerah (PAD). 

Aspek kedua yaitu disisi manajemen dalam pengeluaran Daerah harus sesuai 

dengan asas otonomi Daerah bahwa pengelolaan Daerah harus lebih akuntabel 

dan transparan menuntut Daerah agar lebih efisien dan efisiensi dalam 

pengeluaran Daerah (Mardiasmo, 2009). 

Penelitian mengenai metode pengukuran kinerja dan tingkat pengungkapan 

pemerintah Daerah pada beberapa entitas tertentu sudah banyak dilakukan 

berdasarkan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan oleh beberapa peneliti semisal 

metode pengukuran kinerja oleh Kusuma dan Ilat pada Pemerintah Kabupaten 

Minasa Utara Tahun 2012-2014, Karlina dan Handayani pada Pemerintah Daerah 

dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Surabaya, dan 

pengukuran tingkat pengungkapan  laporan keuangan oleh Medyanatul Studi 

Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan 

Kabupaten Lime Puluh Kota, Setyaningrum dan Febriyani, Girsang dan Yuyetta 

pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012. Namun, 

penelitian ini akan berfokus pada tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah 

dengan menggunakan metode  pendekatan cash toward accrual dengan 

menggunakan indikator rasio total skor dalam pengukuran kinerja Pemerintah 

Daerah Kota Batu. 
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Kota Batu merupakan salah satu kota wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

Dalam praktiknya laporan auditor yang muncul pada laporan keuangan 

Pemerintah Kota Batu memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun 

menurut Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2017 mengungkapkankan 

bahwa meskipun hasilnya wajar tanpa pengecualian (WTP) perlu adanya tindak 

lanjut dari catatan yang diberikan oleh BPK (Putri, 2017). Meskipun hasil opini 

audit pemerintah kota batu mendapatkan wajar tanpa pengecualian tetapi untuk 

penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Timur 

(LAKIP) yang dikeluarkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan 

reformasi birokrasi (Kemen PAN-RB) mendapatkan nilai C dan paling rendah se 

Jawa Timur. Hal ini karena tidak ada sinkronisasi antara rencana pembangunan 

jangka menengah Daerah dengan rencana kerja pemerintah Daerah diantara 

ketidaksinkronan ini seperti hasil yang dicapai tidak sesuai seperti yang 

direncanakan (Aji, 2018). Sedangkan LAKIP adalah media pertanggung jawaban 

yang berisi informasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang dapat digunakan 

sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi 

Pemerintah (Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 29 tahun 

2010). Menurut Bayu Diktiarsa selaku sekretaris Malang Corruption Watch 

(MCW) mengatakan bahwasannya laporan keuangan Kota Batu tidak 

disampaikan secara terbuka kepada publik atau tidak transparansi. Menurut data 

yang diperoleh dari Malang Corruption Watch (MCW) bahwasannya Pemerintah 

Kota Batu mengalami kebocoran dalam penarikan anggaran pendapatan pajak 

hiburan, sejak tahun 2012, piutang pajak hiburan Kota Batu selalu diatas 20 
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miliar, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Batu 

untuk menargetkan pendapatan pajak hiburan Kota Batu. Sejak tahun 2012, target 

pendapatan atas pajak hiburan selalu pada kisaran angka dibawah 15 miliar 

(https://mcw-malang.org).  

Berikut adalah diagram perbandingannya: 

Gambar 1.1 

Diagram Piutang Pajak 

         Rp30,000,000,000 

         Rp20,000,000,000 

         Rp10,000,000,000 

        Rp- 

 

 

Sumber: Data Olahan LHP BPK 2012-2017 Kota Batu 

Melihat diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung 

Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor 

penerimaan pendapatan pajak hiburan. Sudah seharusnya Pemerintah Kota Batu 

mulai meningkatkan kinerja dalam peningkatan pemungutan tunggakan pajak 

pengusaha hiburan di Pemerintah Daerah Kota Batu, mengingat banyaknya alih 

fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata dan hotel yang tentunya secara 

tidak langsung juga menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan bagi 

masyarakat di Kota Batu. 

https://mcw-malang.org/
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Berdasarkan pemaparan diatas kondisi kota Batu dengan opini auditor wajar 

tanpa pengecualian,  laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur mendapatkan niai C dan kurangnya kinerja dalam pendapatan atas 

pajak hiburan tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul: “Analisis 

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja 

Pemerintah Daerah Kota Batu.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah adalah “Bagaimana analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan 

dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengungkapan 

laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat teoritis  

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya 

wawasan konsep keuangan Pemerintah Daerah, dan teori-teori ilmu pengetahuan 

Akuntansi dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan Daearah. Selain itu 

hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah lainnya yang 

akan mengambil keputusan baik dalam  pendapatan, pengelolaan, atau penyajian 

laporan keuangan yang lebih berkualitas. 
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1.3.2.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan 

keuangan dalam pengukuran kinerja serta dapat dijadikan referensi dalam 

pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

 

Nama, Tahun,  

Judul Penelitian 

Variabel dan 

Indikator atau 

Fokus 

penelitian 

Metode/Anali

sis Data 

 

 

Hasil Penelitian 

 

 

 

1. Heri Atapson V 

Girsang dan 

Etna Nur Afri 

Yuyetta (2015) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Studi 

pada LKPD 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Tengah 2010-

2012 

Variabel 

Dependen 

1.Tingkat 

pengungkapan 

wajib laporan 

keuangan 

pemerintah 

Daerah 

 

Variabel 

Independen 

1.Proksi total 

    asset 

 

 

 

 

 

Kuantitatif Variabel yang diuji 

menunjukan tidak adanya 

pengaruh yang 

signifikan, atau dengan 

kata lain variabel ukuran 

Pemerintah Daerah, rasio 

kemandirian keuangan 

Pemerintah Daerah, 

tingkat ketergantungan 

kepada pemerintah 

Daerah terhadap 

pemerintah pusat, 

diferensiasi fungsional 

Pemerintah Daerah, 

pembiayaan utang 

Pemerintah Daerah, dan 

umur Pemerintah Daerah 

tidak berpengaruh 

terhadap tingkat 

pengungkapan LKPD 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah 

periode 2010-2012   
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Tabel 2.1 

Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama, Tahun,  

Judul Penelitian 

Variabel 

dan 

Indikator 

atau Fokus 

penelitian 

Metode/Anal

isis Data 

Hasil Penelitian 

2. Annafi Indra Tama 

(2015) Analisis 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Melalui Analisis 

Rasio Keungan 

APBD 

Kabupaten/Kota di 

Indonesia Sebelum 

dan Sesudah 

Penerapan Undang-

Undang Nomor 28 

tahun 2009 

Menggunak

an Variabel 

Paired 

Samples T 

Test 

Kuantitatif Terdapat perbedaan 

kinerja keuangan 

Daerah pada tingkat 

kemandirian keuangan, 

tingkat ketergantungan, 

tingkat kontribus pajak 

Daerah, dan UU 28 

tahun 2009 membrikan 

perubahan pada kinera 

keuangan Pemerintah 

3. Wahidah Niken 

Kusumadewi, dan 

Ventje Ilat (2016) 

Analisis Kinerja 

Keuangan pada 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Minahasa Utara 

Tahun 2012-2014 

Varians 

Anggaran 

Pendapatan, 

Rasio 

Pertumbuha

n 

Pendapatan, 

dan Rasio 

Keuangan 

Kuanitatif 

Deskriptif 

Kinerja Pemerintahan 

dalam mengelola 

pendapatan dikatakan 

baik, dibuktikan dari 

hasil varians 

pendapatan yang 

menunjukan pemerintah 

Daerah merealisasikan 

pendapatannya 

melebihi dari yang 

dianggarkan. Kinerja 

Pemerintah dalam 

mengelola anggaran 

belanja dikatakan baik 

dilihat tidak adanya 

realisasi belanja yang 

melebihi dari PAD, dan 

perlu mengoptimalkan 

kinerja belanja untuk 

meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

dan pertumbuhan fisik 

Daerah. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama, Tahun,  

Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Indikator atau 

Fokus 

penelitian 

Metode/Analisis 

Data 

 

Hasil Penelitian 

 

 

4. Medyanatul 

(2017), 

Analisis 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

(Studi Empiris 

pada 

Pemerintah 

Kabupaten 

Tanah Datar, 

Kota Padang 

Panjang dan 

Kabupaten 

Lime Puluh 

Kota) 

Compliance 

Indexs (Indeks 

Kepatuhan) 

Kualitatif Hasil 

penelitian 

ini: 

1. Secara         

umun         

tingkat 

pengungkapan 

informasi dalam 

laporan 

keuangan 

Kabupaten 

Tanah Datar, 

Kota Padang 

Panjang, dan 

Kabupaten Lima 

Puluh Kota 

tergolong 

pengungkapan 

yang cukup luas  

2. Dalam    

penyajian      

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah, setiap 

daerah 

mempunyai 

keunggulan dan 

kelemahan 

masing-masing. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama, Tahun,  

Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Indikator atau 

Fokus penelitian 

Metode/Ana

lisis Data 

 

Hasil Penelitian 

 

 

5. Anis Karlina 

dan Nur 

Handayani 

(2017), 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pengelolaan 

APBD Kota 

Surabaya 

Tahun 2012-

2015 

Kinerja 

Pemerintah 

dengan 

menggunakan 

rasio Keuangan 

APBD 

Kuantitatif 

Deskriptif 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: 

1. Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

dalam Pengelolaan 

Anggaran 

Pendapatan Daerah 

Kota Surabaya 

secara umum 

dikatakan Kurang 

baik dalam varians 

pendapatan. 

2. Kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah 

dalam pengelolaan 

anggaran belanja 

Daerah Kota 

Surabaya secara 

umum dikatakan 

baik, dikarenakan 

belanja operasional 

lebih tinggi 

daripada belanja 

pembangunan. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama, Tahun,  

Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Indikator atau 

Fokus 

penelitian 

Metode/Analisis 

Data 

 

Hasil Penelitian 

 

 

6. Henny 

Agnecia 

Uliarta 

Simbolon dan 

Christophorus 

Heni 

Kurniawa 

(2018), 

Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintah 

Daerah 

Terhadap 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan di 

Seluruh 

Provinsi 

Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

tingkat 

pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

 

Variabel 

independen : 

karakteristik 

Pemerintah 

Daerah 

Kuantitatif 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: 

1. Ukuran Oemerintah 

Daerah berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat 

pengungkapan 

2. Ukuran legislative, 

kekayaan 

Pemerintah Daerah, 

Intergovermental 

revenue, Difrensiasi 

fungsional, 

Spesialisasi 

pekerjaan, dan 

Rasio Kemandirian 

tidak berpengarus 

terhadap tingkat 

pengungkapan 

laporan keuangan di 

Seluruh Provinsi 

Indonesia 

 

Penelitian diatas sebagian besar menjelaskan tentang kinerja Pemerintah 

Daerah, selain itu juga membahas tentang tingkat pengungkapan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah serta tingkat 

pengungkapan laporan keuangan sebagai pembeda dan persamaan bagi peneliti 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Heri Atapson V 

Girsang dan 

Etna Nur Afri 

Yuyetta (2015)  

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Studi 

pada LKPD 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Tengah 2010-

2012 

1. Metode 

penelitian 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif  

2. Menggunakan 

metode 

varians 

pendapatan 

dan varians 

pengeluaran 

1. Menggunakan 

rasio 

Kemandirian 

2. Sama-sama 

membahas 

mengenai PP 

70 tahun 2010 

2. Annafi Indra 

Tama (2015)  

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Melalui 

Analisis Rasio 

Keungan APBD 

Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

Sebelum dan 

Sesudah 

Penerapan 

Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 

2009 

1. Mengguakan 

penelitian 

kualitatif 

2. Menggunakan 

PP 71 tahun 

2010 

1. Sama-sama 

menggunakan 

rasio 

keuangan 

Daerah 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

3.  Wahidah Niken  

Kusumadewi, 

dan Ventje Ilat 

(2016)  

Analisis Kinerja 

Keuangan pada 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Minahasa Utara 

Tahun 2012-

2014 

3. Metode 

penelitian 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif  

4. Menggunakan 

metode 

compliance 

indexs (indeks 

kepatuhan) 

2. Sama-sama 

menggunakan 

metode 

varians 

pendapatan 

dan varians 

pengeluaran 

3. Menggunakan 

rasio 

keuangan 

 

4. Medyanatul 

(2017) 

Analisis 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

(Studi Empiris 

pada 

Pemerintah 

Kabupaten 

Tanah Datar, 

Kota Padang 

Panjang dan 

Kabupaten 

Lime Puluh 

Kota) 

1. Menggunakan 

metode 

varians  

pendapatan 

dan varians 

pengeluaran 

2. Menggunakan 

rasio 

keuangan 

Daerah 

 

1. Menggunakan 

metode indeks 

kepatuhan 

2. Sama-sama 

menggunakan 

PP 71 Tahun 

2010 

 

5. Anis Karlina dan 

Nur Handayani 

(2017), 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pengelolaan 

APBD Kota 

Surabaya Tahun 

2012-2015 

1. Metode 

penelitian 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif  

2. Menggunakan 

metode 

varians 

pendapatan 

dan varians 

pengeluaran 

1. Sama-sama 

menggunakan 

rasio 

keuangan 
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Tabel 2.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

6. Henny Agnecia 

Uliarta Simbolon 

dan 

Christophorus 

Heni Kurniawa 

(2018) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintah 

Daerah 

Terhadap 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan di 

Seluruh 

Provinsi 

Indonesia 

1. Metode 

penelitian 

menggunakan 

kualitatif 

2. Menggunakan 

varians 

pendapatan 

dan varians 

pengeluaran 

 

1. Menggunakan 

rasio 

kemandirian 

 

Penelitian terdahulu hanya melakukan pengukuran terhadap akun-akun 

laporan keuangan melalui pengukuran analisis rasio keuangan saja, sedangkan 

untuk penelitian ini lebih memaparkan terkait dengan tingkat pengungkapan 

laporan keuangan menggunakan varians pendapatan, rasio keuangan, dan metode 

pendekatan cash toward accrual dengan menggunakan indikator rasio total skor 

sebagai suatu upaya efisiensi pengukuran kinerja. 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 

2.2.1.1 Pengertian pengungkapan laporan keuangan 

Pengungkapan (disclosure) pada umumnya memiliki arti tidak ada yang 

ditutupi atau tidak ada yang disembunyikan. Apabila pengungkapan (disclosure) 

ini dikaitkan dengan laporan keuangan, maka disclosure mengandung  arti  

bahwa  laporan  keuangan  harus  memberi  informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan atau pihak-pihak yang terkait serta penjelasan yang cukup 

mengenai hasil aktivitas suatu unit organisasi (Chariri dan Ghozali, 2007).  

Terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang 
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telah ditetapkan dalam standar, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Chariri dan Ghozali, 2007). 

Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dalam Pemerintahan di Indonesia, 

baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pengungkapan wajib 

dalam laporan keuangan mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan 

keuangan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam 

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa 

pengungkapan lengkap (full disclosure) ialah laporan keuangan menyajikan 

informasi secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan 

menyajikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.  

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas 

laporan keuangan. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) merupakan 

merupakan informasi yang disajikan tidak diwajibkan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan oleh suatu entitas 

karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Biasanya 

disajikan dalam bentuk informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Tingkat pengungkapan laporan keuangan menyajikan informasi suatu organisasi 

yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang 

mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Tingkat 

pengungkapan laporan keuangan sektor publik adalah suatu konsep abstrak yang 

tidak dapat diukur secara langsung sehingga penggunaan indeks pengungkapan 
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dalam penelitian ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat pengungkapan informasi yang telah disajikan oleh organisasi sektor publik 

(Al Saeed 2006, dalam Ikhsan 2009). 

2.2.1.1 Tujuan pengungkapan laporan keuangan 

Secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan suatu informasi 

yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk 

melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 

Definisi pengungkapan wajib dalam hubungannya dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh standar adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh 

standar akuntansi yang berlaku. Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, 

pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi 

LKPD sesuai dengan SAP. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum (Bastian, 2005), sehingga kesesuaian pengungkapan dengan 

standar akuntansi merepresentasikan kepatuhan terhadap SAP (Bastian, 2010). 

Luasnya pengungkapan yang diperlukan Pemerintah yaitu harus 

meentukan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan 

sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang 

dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan-kebijakan akuntansi 

yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan memberikan 

tambahan informasi untuk hal-hal berikut (Mardiasmo, 2009):  

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan 

laporan. 
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2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada 

Laporan Aktivitas. 

3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva 

tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. 

4. Deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan 

program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak 

langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas. 

5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – 

operasi. 

6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan 

(notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. 

Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari 

aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka 

panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, 

dan sebagainya. 

2.2.1.2 Jenis-jenis pengungkapan  

Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu : 
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1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan yang 

diharuskan dalam laporan tahunan menurut peraturan Bapepam. Pengungkapan 

wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi 

yang berlaku. Di Indonesia peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam 

laporan tahunan dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM melalui keputusan nomor 

17/PM/2002 atau VIII.G.7. Dalam praktik yang paling lazim digunakan adalah 

pengungkapan yang cukup (Adequate Disclosure). Pengungkapan yang cukup 

merupakan pengungkapan yang minimum yang disajikan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan yang tidak 

diwajibkan oleh  Bapepam, dengan kata lain pengungkapan yang melebihi dari 

yang diwajibkan. Dalam pengungkapan sukarela, manajemen bebas untuk 

memberi informasi akuntansi maupun informasi lainnya di luar standar 

pengungkapan yang sudah ditetapkan. Pengungkapan sukarela berisi taksiran laba 

yang akan dibagi oleh manajemen, penyajian kepada publik, pengungkapan relasi 

investor, website, internet, press release, konfrensi pers, informasi sukarela dalam 

laporan tahunan, juga semua informasi kebijakan keuangan perusahaan yang 

dapat dipakai untuk berbagai tujuan. 

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dibagi mejadi 5 kategori, yaitu : 
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a. Data bisnis 

Data bisnis yang berkaitan dengan operasional suatu perusahaan dan 

pengukuran kinerja level atas. 

b. Analisis manajemen mengenai data bisnis 

Analisis manajemen mengenai data bisnis meliputi suatu alasan pada 

perubahan operasi suatu perusahaan serta mencantumkan data yang terkait 

serta dampak trend bisnis pada suatu perusahaan. 

c. Forward looking information 

Forward looking information meliputi suatu peluang, resiko dan termasuk 

rencana-rencana manajemen yang ada pada perusahaan. 

d. Informasi mengenai manajemen dan shareholders 

Informasi mengenai manajemen dan shareholders meliputi informasi 

mengenai direktur, manajemen, dan pemegang saham yang ada pada 

perusahaan.  

e. Latar belakang perusahaan 

Latar belakang perusahaan meliputi tujuan suatu perusahaan dan ruang 

lingkup yang ada di perusahaan. 
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2.2.1.3 Pengukuran tingkat pengungkapan 

 Tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah diukur dengan 

membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan untuk mengukur 

tingkat pengungkapan menggunakan compliance Indexs (indeks kepatuhan). 

Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut: 

1. Neraca 

 Menurut PSAP no.01 neraca menyajikan sekurang-kurangnya mencakup pos-

pos berikut ini: 

a) Kas dan setara kas 

b) Investasi jangka pendek 

c) Piutang pajak dan bukan pajak 

d) Persediaan 

e) Investasi jangka panjang 

f) Aset tetap 

g) Kewajiban jangka pendek 

h) Kewajiban jangka panjang 

i) Ekuitas 
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2. Laporan realisasi anggaran 

 Menurut PSAP no.02 laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya 

mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LRA 

b) Belanja 

c) Transfer 

d) Surplus/deficit-LRA 

e) Penerimaan pembiayaan 

f) Pengeluaran pembiayaan 

g) Pembiayaan neto, dan 

h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 

3. Laporan arus kas 

 Menurut PSAP no.03 laporan arus kas menyajikan informasi historis selama 

satu periode akuntansi mengenai perubahan kas dan setara kas berdasarkan : 

a) Aktivitas operasional 

b) Investasi 

c) Pendanaan 

d) Transitoris 

4. Catatan atas laporan keuangan 

 Menurut PSAP no.03 catatan atas laporan keuangan mengungkapkan laporan 

keuangan yang tidak diungkapkan dilaporan keuangan lainnya, seperti: 
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a) Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi 

b) Kebijakan fiscal dan ekonomi makro 

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan 

d) Kebijakan akuntansi 

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pengukuran tingkat pengungkapan 

laporan keuangan Pemerintah Daerah  standar akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu: 

a. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah, dan diberi skor 0 jika tidakSidiungkapkan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah. 

b. Skor yang diperoleh dijumlahkanSiuntuk mendapatkan skor total. 

c. Perhitungan indeks tingkat pengungkapan laporan keuangan diukur dengan 

rasio total skor yang diperolehSidengan skor maksimal yang dapat diperoleh. 

Skor maksimal setiapSiblok berbeda sesuai penyesuaian yang telah dilakukan 

pada masing-masing blok. 

2.2.2 Laporan Keuangan 

2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuanganSisektor publik merupakan gambaranSidari posisi keuangan 

dari transaksi-transaksi yangSidilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian, 

2010).  Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaanSiakuntabilitas 

dan transparansi sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor 

publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah 
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informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 

2010 dalam laporan keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun 

Pemerintah Daerah terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah yang diperlukan agarSilaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki, yaitu : 

a. Relevan 

b. Andal 

c. Dapat dibandingkan 

d. Dapat dipahami 

2.2.2.1 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan berfungsi sebagai media informasiSikeuangan suatu 

entitas bagi sejumlah pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah 

keputusan, memberikan informasi keuangan untuk menilai kinerja Pemerintah, 

kesesuaiannya dengan pengaturan perundang-undang,Sikontrak yang telah 

disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan (Mardiasmo, 2009).  

Secara spesifik, tujuanSikhusus pelaporan keuangan sektor publik adalah 

menyediakan informasi yang relevan dalamSisetiap pengambilan keputusan dan 

menunjukan akuntabilitasSientitas atas sumber daya yang dipercaya dengan cara 

(Bastian, 2010): 

a. MenyediakanSiinformasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya keuangan. 

b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai 

aktivitasnya danSimemenuhiSikebutuhan kasnya 
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c. Menyediakan informasi yang berguna untukSimengevaluasi kemampuan 

entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta 

komitmennya. 

d. Menyediakan informasi mengenai kondisiSikeuangan suatu entitas dan 

perubahan yang terjadi 

e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang bergunaSidalam 

mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan 

pencapaian tujuan. 

Laporan Keuangan pemerintah dalamSibeberapa halSiberbeda-beda dengan 

laporan keuangan yang ada pada sektorSiswasta. Perbedaan tersebut meliputi 

perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen yang ada dalam laporan 

keuangan, tujuan pelaporanSikeuangan, dan teknik akuntansiSiyang digunakan. 

Selain  memiliki beberapa karakteristikSilaporan keuangan yang berbeda, kedua 

sektor juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanyaSimembutuhkan standar 

akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporanSikeuangan 

(Mardiasmo, 2009). 

2.2.2.2 Standar Akuntansi 

Standar akuntansi yang ada di Indonesia berkembang menjadi lima pilar yang 

disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Berikut adalh lima pilar 

dalam standar akutansi keuangan di Indonesia : 

1. Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard (PSAK)  

Standar AkuntansiSiKeuangan-International Financial ReportSiStandard 

(PSAK) adalah nama lain dariSiSAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang 
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diterapkan Ikatan AkuntansiSiIndonesia (IAI) pada Tahun 2012 lalu. Standar 

ini digunakanSiuntuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, 

yaitu badan yang terdaftar atauSimasih dalam proses pendaftaranSidi pasar 

modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun 

perusahaan dana pensiun). 

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-

ETAP)  

Standar Akuntansi Keuangan untukSiEntitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-

ETAP) digunakan untuk entitas yangSiakuntabilitas publiknya tidak signifikan 

dan laporan keuangannya hanya untukSitujuan umum bagi pengguna eksternal. 

ETAP merupakan hasil penyederhanaanSistandar akuntansi IFRS yang 

meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset 

tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan 

hanya menggunakan harga perolehan, tidakSiada pilihan menggunakan nilai 

revaluasi atau nilai wajar, serta tidak adaSipengakuan liabilitas dan aset pajak 

tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan 

pajak. 

3. PSAK-SyariahSimerupakan pedoman yangSidapat digunakan untukSilembaga-

lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan 

zakat, dan lain sebagainya. PengembanganSistandar akuntansi iniSidibuat 

berdasarkan acuan dariSifatwa yang dikeluarkanSioleh MUI (Majelis Ulama 

Indonesia). 
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4. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk 

digunakan oleh entitasSitanpa akuntabilitasSipublik yang signifikan namun 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuanSiumum bagi penggunanya; dan. 

ED SAKSiEMKM yangSiditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan 

keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. 

5. Standar akuntansi pemerintah (SAP) 

Pada penelitian ini menggunakanSistandar akuntansiSipemerintah (SAP). 

Standar akuntansi pemerintah (SAP) ditetapkanSidengan Peraturan Pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 mengatur tentang standar akuntansi Pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan 

yang sangat nyata dari standar akuntansiSiPemerintah sebelumnya yang diatur 

oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yaituSidiwajibkannya 

penggunaan akuntansiSiberbasis akrual (accrual basis) oleh Pemerintah, 

termasuk Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia tidak 

dapat langsung melakukan penggantian dari sistem akuntansi berbasis kas ke 

sistem akuntansi berbasisSiakrual (accrual basis), maka dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa 

penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual dilaksanakan secara 

bertahap dari penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju 

akrual menjadi penerapan standar akuntansi berbasis akrual. SAP harus 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik 

Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Berikut komponen laporan 

keuangan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini terdiri dari : 
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1. Laporan Realilasi Anggaran (LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

3. Neraca 

4. Laporan Operasional 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Laporan finansial Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terdiri 

dari neraca, laporan operasional, laporan perubahanSiekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau 

menjelaskan lebih lanjut atas pos pos laporanSipelaksanaan anggaran maupun 

laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisah dari laporan 

pelaksanaan anggaran maupunSilaporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah disusunSiberdasarkan standar akuntansi Pemerintah.  

2.2.2.3 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan 

            Sektor Swasta 

Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi bisnis/swasta merupakan 

entitas yang profit oriented, yaituSiorganisasi yang mempunyai tujuan 

menyediakan atau menjual barang atauUjasa dengan maksud untuk memperoleh 

laba yang akan dinikmati oleh para pemilikSiatau anggota. Sumber pendanaannya 

berasal dari investor, kreditur, dan para anggota. Sedangkan Pemerintah dan 

organisasi non-profit memiliki tujuan dan layanan yang berbeda dari entitas 

bisnis. Tujuan dari pemerintah danSiorganisasi non-profit adalah menyediakan 
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layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar sumber 

dana yang diperoleh Pemerintah dan organisasiSinon-profit berasal dari pajak, 

donasi/sumbangan, hutang, laba perusahaan negara atau daerah danSisumber 

lainnya. Mardiasmo (2009) mengemukakan  bahwa organisasi sektor publik 

memiliki tujuan utama dalam organisasiSiyaitu untuk memberikan pelayanan 

kepada publik seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi dan lain 

sebagainya. Sedangkan pada sektor swastaSi (entitas komersil/bisnis) tujuan 

utamanya adalah memaksimumkan laba perusahaan. 
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Tabel 2.3 

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Keuangan 

Sektor Swasta 

Perbedaan 

Laporan Departemen Pemerintah Laporang Keuangan Sektor Swasta 

Fokus Finansial dan Politik Fokus Finansial 

Kinerja diukur secara finansial dan 

non finansial 

Sebagian besar kinerja diukur secara 

finansial 

Pertanggungjawaban kepada parlemen 

dan masyarakat luas 

Pertanggungjawaban kepada pemegang 

saham dan kreditur 

Berfokus pada bagian organisasi Berfokus pada organisasi secara 

keseluruhan 

Melihat ke masa depan secara detail Tidak dapat melihat masa depan secara 

detail 

Aturan pelaporan ditentukan oleh 

departemen keuangan 

Aturan pelaporan ditentukan oleh 

undang-undang standar akuntansi, pasar 

modal, dan praktik akuntansi  

Laporan diperiksa oleh Treasury Laporan Keuangan diperiksa oleh auditor 

independen 

Cash Accounting Accrual Accounting 

Persamaan 

Dokumen-dokumen sumber  

Berperan sebagai hubungan masyarakat (Public Relations) 

Sumber : A. Likierman and A. Taylor, Government’s New Departemental Reports, CACA (1990) 

dalam Henley, D. et al. (1992).  

Berdasarkan PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) 

pengguna laporan keuangan Pemerintah dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Masyarakat 

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa 

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan 

pinjaman 
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d. Pemerintah 

Sedangkan pengguna laporan keuangan sektor swasta menurut Martani, dkk 

(2012) dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu: 

a. Investor 

Menilai suatu entitas dan kemampuan suatu entitas membayar deviden 

dimasa yang akan datang. Investor dapat memutuskan untuk membeli 

atau menjual saham yang dimiliki oleh investor pada suatu entitas 

tersebut. 

b. Karyawan 

Kemampuan memberikan balas jasa, memberikan manfaat, memberikan 

pensiun kepada karyawan yang telah lanjut usia, dan memberikan 

kesempatan kerja. 

c. Pemberi jaminan 

Kemampuan membayar utang dan membayar bunga yang akan 

memengaruhi keputusan suatu entitas apakah entitas tersebut akan 

memberikan pinjaman atau tidak. 

d. Pemasok dan kreditur lain 

Kemampuan suatu entitas dalam membayar liabititas pada saat jatuh 

tempo, dan dalam pembagian deviden disetiap tahunnya. 

e. Pelanggan 

Kemampuan suatu entitas dalam menjamin kelangsungan hidupnya, 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan  
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f. Pemerintah 

Menilai bagaimana alokasi sumber daya (sumber daya alam, sumber 

daya manusia) yang ada dalam suatu entitas tersebut. 

g. Masyarakat 

Menilai sebuah tren dan perkembangan suatu entitas yang telah 

dijalankan serta menilai kemakmuran suatu entitas tersebut. 

2.2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

2.2.3.1 Pengertian Kinerja 

  Kinerja adalah gambaran suatu organisasi mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau programSidan kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visiSiorganisasi yang tertuang dalamSirumusan skema 

strategi (strategi planning) suatu organisasi (Bastian, 2010). Tahap setelah 

operasionalisasi anggaranSiadalah pengukuran kinerjaSiuntuk menilai prestasi 

manajer dan unit organisasi yangSidipimpinnya. PengukuranKkinerja sangat 

penting untuk menilai akuntabilitasSiorganisasi dan manajer 

dalamSimenghasilkan pelayanan publik yangSilebih baik (Mardiasmo, 2009). 

Akuntabilitas dalam suatu organisasi bukan sekedar kemampuan menunjukkan 

bahwa uang publik di belanjakan, akanSitetapi meliputiSikemampuan 

menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusat 

pertanggung jawaban berperanSiuntuk menciptakan indikator kinerja sebagai 

dasar untuk menilai kinerja.  
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2.2.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 

Terdapat empat tujuan dalam sistem pengukuran kinerja keuangan Daerah 

(Mardiasmo, 2009), yaitu: 

1. Untuk mengkomunikasikanSistrategi secara lebih baik (top down and bottom 

up). 

2. Untuk mengukur kinerjaSifinansial dan non-finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya. 

3. Untuk mengakomodasiSipemahaman kepentingan manajer level menengah 

dan bawah serta motivasi untuk mencapaigood congruence. 

4. Sebagai alat untuk mencapaiSikepuasan berdasarkan pendekatan individual 

dan kemampuan kolektif yang rasional. 

2.2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Terdapat delapan manfaatSidalam pengukuran kinerja keuangan Daerah 

(Mardiasmo, 2009), yaitu: 

a. Mengarahkan dalamSimencapai target kinerja pemerintah yang telah 

ditetapkan 

b. Untuk memonitoring danSimengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah 

dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

pengendalian untuk memperbaiki kinerjanya. 

c. Membantu memahami prosesSikegiatan yang ada di pemerintah. 

d. Memberikan pemahamanSitentang ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja pemerintah. 
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e. Sebagai dasar untukSimemberikan penghargaan dan hukuman (reward 

and punishment) 

f. Sebagai alat komunikasi antara bawahanSidan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi 

g. MemastikanSibahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara 

obyektif 

2.2.3.4 Pengukuran Kinerja 

Penilaian laporan kinerja finansial yang diukurSiberdasarkan pada anggaran yang 

telah disusun atau yang telahSidibuat oleh Pemerintah. Penilaian tersebut 

dilakukan dengan menganalisis variansSi (selisih atau perbedaan) antara kinerja 

aktual dengan anggaran yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009). Analisis Varians 

secara garis besar berfokus pada: 

1) Varians Pendapatan (Revenue Varians) 

Varians pendapatan adalah semua penerimaan Pemerintah Daerah dalam 

bentuk peningkatan aktivaSiatau penurunan utang dari berbagai sumber 

dalamSiperiode tahunSianggaran yang bersangkutan. 

2) Varians pengeluaran (expenditure variance) 

(1) Varians belanja rutin 

Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk  

membiayai kegiatan-kegiatan yangSisifatnya  lancar dan terus menerus 

yangSidimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda Pemerintahan dan 

memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun oleh 

Pemerintah. 
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  (2) Varians belanja investasi/modal (recurrent expenditure variance) 

Belanja investasi/modalSiadalah pengeluaran yang manfaatnya 

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akanSimenambah anggaran rutin 

untuk biaya operasional dan pemeliharaan.  

3) Rasio pengukuran kinerja keuangan 

Menurut Harahap (2004) rasio keuangan adalah rasioSiyang diperoleh dari 

hasil nominalSiperbandingan dariSisatu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).  

Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur, 

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabilitas,Sianalisis rasio terhadap APBD 

perlu dilaksanakan.  Menurut Halim (2007) dan DirektoratSiPengelolaan 

Keuangan  Daerah  (Departemen  Keuangan  RI,  2006)  mengemukakan  

beberapa  rasio yang  dapat  dikembangkan  berdasarkan  data  keuangan  yang  

bersumber  dari  APBD antara lain: 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) 

Kemandirian keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan  

kemampuanPPemerintah Daerah dalam  membiayaiSsendiri kegiatan 

yangSiada di Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat  yang telahMmembayar pajak danRretribusi  sebagaiSsumber  

pendapatanSiyang diperlukan daerah (Halim, 2007). Rasio ini dapat 

dihitungMmenggunakan rumus:  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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Rasio ini menggambarkan  ketergantungan  daerahTterhadap sumber 

dana eksternal dan tingkat patisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Pemerintah Daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasioKkemandirian  

berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak 

dan retribusi kepada Daerah yang merupakan  komponen  utama 

pendapatanAasli Daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalamMmerealisasikanSipendapatan asli DaerahSi (PAD) yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil yang ada di Daerah (Halim, 2007). 

 

 

 Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dapatDdikategorikan 

efektif apabila rasio yangSidicapai mencapai minimal sebesar 100%. Rasio 

efektivitas perlu dipersandingkanDdengan rasio efisiensi yang dicapai oleh 

Pemerintah Daerah. SiRasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatanDdengan realisasiPpendapatanSiyangDditerima oleh Pemerintah 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠

=
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target Penerimaan PAD yang Diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah
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Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutanPpendapatan 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapaiKkurang dari satu atauDdibawah 

100 persen. 

c. Rasio Aktivitas 

Rasio ini mengambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  

memprioritaskan  dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara 

optimal.SiSemakin  tinggi persentase  dana yang dialokasikan untuk 

belanjaRrutin berarti persentase belanja modal yangDdigunakan cenderung 

semakin kecil. Rasio aktivitas dapatSidiformulasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

d. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

DaerahDdalam mempertahankan danMmeningkatkan keberhasilannya 

yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan 

diketahuinyaPPpertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber 

pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi 

potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. 

Pertum uhan PAD =
          

       
        

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷 =
Total Belanja Rutin

Total Belanja Daerah
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛  𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑃𝐵𝐷 =
Total Belanja Modal

Total Belanja Daerah
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2.2.3.5 Integrasi Islam 

Nabi Syu‟aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan takaran dan 

timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan. 

Seperti yang ditulis dalam Al-Qur‟an Surat Asy-Syu‟ara ayat 181-184 sebagai 

berikut: 

( وَلَا تَ بْخَسُوا النَّاسَ 182(وَزنِوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ )181أوَْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ)
لِيَن)وَات َّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ ( 183أَشْيَاءَىُمْ وَلا تَ عْثَ وْا في الأرْضِ مُفْسِدِينَ) (184الْْبِِلَّةَ الْأَوَّ  

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang 

yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 

kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di 

muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang 

telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu. 

Seorang pemimpin harus menyampaikan amanat kepada masyarakat sesuai 

dengan apa yang masyarakat inginkan, seperti  yang ada dalam Al-Qur‟an Surat 

An-Nisa‟ ayat 58 

ا إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أىَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِ  لْعَدْلِ إ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّ
يعًا بَصِيراًيعَِظُكُمْ بوِِ ۗ إِنَّ اللَََّّ كَا نَ سمَِ  

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai “analisis tingkat pengungkapan laporan 

keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu”. 

Kerangka berpikir dapat disajikan pada gambar 2.1 berikut ini : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

Laporan Keuangan Kota Batu 

Pengukuran Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah : 

- Kepatuhan terhadap Peraturan 

Pemerintah 71 tahun 2010 

 

Kinerja Finansial Pemerintah Daerah 

 

Kesimpulan 
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Berikut uraian dari gambar 2.1 adalah penelitian ini menggunakan data 

dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi 

anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan periode 2016-2017. 

Dari data laporan keuangan akan dilakukan pengukuran tingkat pengungkapan 

laporan keuangan Kota Batu sesuai dengan kepatuhan terhadap Peraturan 

Pemerintah 71 tahun 2010, Dimana hasil dari kepatuhan tersebut akan 

berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalamPppenelitian ini adalah metode kualitatif. 

penelitian kualitatif adalah penelitian ini bermaksudUbuntuk memahami 

fenomenaSItentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnyasiperilaku, 

persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll.  Metode  penelitian  kualitatif  ini  sering 

disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisiiniyang sesungguhnya, sesuai yang terjadi pada lapangan (natural setting) 

(Moleong, 2014). Dari pengertian tersebut, penulisMmasih mempersoalkan latar 

ilmiah denganMmaksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan 

fenomena dan yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan 

pemanfaatan. 

Jenis pendekatan ini adalah studi kasus di Pemerintah Daerah Kota Batu, 

karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk pendekatan 

studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis deskriptif. 

MenurutMMoleong (2014) Penelitian deskriptifAadalahPpenelitian yang 

dilakukan untukMmengetahui keberadaan variabelMmandiri, baik dalam satu 

variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiriSsendiri, bukan 

variabel independen, karena kalau variabel independen selaluDdipasangkan 

dengan variabel dependen).  
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Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai 

tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah 

Daerah Kota Batu, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data 

kualitatif yang dimulai reduksi data (pemilihan, pengumpulan, pengelompokan 

data), penyajian data (pengelolaan dan penyajian), dan penarikan kesimpulan 

(memberikan kesimpulan atas hasil analisis data mengenai pengungkapan laporan 

keuangan) sehingga pada akhirnya akan diketahui gambaran mengenai kinerja 

Pemerintah Kota Batu. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah dinas Pemerintah Daerah Kota Batu, yang 

berlokasi di kantor bersama Pemerintah Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman No. 

507 Kota Batu. 

3.3 Subyek Penelitian 

Menurut Moleong (2014) SubjekPpenelitian atau informanOadalah orang 

yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakangPpenelitian. Subyek penelitian atauRresponden pada penelitian ini 

digunkan untukMmengukur kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu berdasarkan 

pengungkapanLlaporan keuangan daerah Kota Batu. Subjek dalamPpenelitian ini 

adalah karyawan yang terlibat dalam pembahasan tersebut. 
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3.4 Data dan Jenis Data 

1. Data Primer 

Pengertian data primer menurut Moleong (2014) ialah data yangOberasalDdari 

sumber asli atau utama. Jadi data primer harus dicari melalui narasumber atau 

responden/informan. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan 

tindakan yang dilakukan peneliti secara langsung kepada informan (subyek 

penelitian). Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada subjek yang akan 

diteliti yaitu badan keuangan Daerah Kota Batu yang mengelola keuangan daerah 

Kota Batu. 

2. Data Sekunder 

Sedangkan Data sekunder menurut Moleong (2014) merupakan sumber data 

penelitian yang diperolehPpeneliti secara tidakOlangsung. Sumber dataSsekunder 

adalah dalam berupaCcatatan atau dokumentasiPpemerintah, publikasi 

pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Data 

sekunderYyaitu data yang didapatkan dari laporan keuangan daerah Kota Batu. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan  beberapa 

cara, berikut uraianya : 

1. Library Research (penelitian kepustakaan) Yaitu pengumpulan data-data 

dari peraturan pemerintah 71 tahun 2010, buku jurnal tentang tingkat 

pengungkapan laporan keuangan daerah dalam pengukuran kinerja, buku 

akuntansi sektor publik, dan akuntansi keuangan daerah. 
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2. Field Research (penelitian lapangan) Yaitu penulis melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek yang dituju yaitu badan pengelola keuangan dan 

aset daerah Kota Batu. Adapun cara yang dilakukan dalam peneltian ini 

adalah : 

a. Observasi (pengamatan) Penulis mengamati langsung ke badan  

keuangan daerah Kota Batu untuk mengetahui kegiatan yang ada di 

dinas Pemerintah Daerah tersebut. 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan terkait penelitian dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal 

ini peneliti akan diadakan wawancara langsung dengan kepala sub 

bidang pembinaan pengembangan kebijakan dan sistem akuntansi, 

Kepala sub bidang pelaporan pendapatan dan pembiayaan, serta 

Malang corruption watch (MCW) 

c. Dokumentasi (mengumpulkan data) 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data penelitian dengan cara 

mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, 

administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip 

dari badan keuangan Daerah. 
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3.6 Analisis Data 

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian akan menguraikan 

beberapa langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data laporan keuangan Pemeritah Kota Batu seperti neraca, 

laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

periode 2016-2017 

2. Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu 

Menganalisis laporan keuangan untuk mengolah data terkait tingkat 

pengungkapan laporan keuangan kota Batu, dengan menggunakan compliance 

indexs (indeks kepatuhan). Tingkat pengungkapan laporan keuanganDDaerah 

diukur dengan membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan 

keuanganPPemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tingkat rincian akun yang 

diungkapkanDdalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 

1) Neraca 

Menurut PSAP no.01 neraca menyajikan sekurang-kurangnya mencakup 

pos-pos berikut ini: 

a) Kas dan setara kas 

b) Investasi jangka pendek 

c) Piutang pajak dan bukan pajak 

d) Persediaan 

e) Investasi jangka panjang 

f) Aset tetap 
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g) Kewajiban jangka pendek 

h) Kewajiban jangka panjang 

i) Ekuitas 

2) Laporan realisasi anggaran 

Menurut PSAP no.02 laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya 

mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LRA 

b) Belanja 

c) Transfer 

d) Surplus/deficit-LRA 

e) Penerimaan pembiayaan 

f) Pengeluaran pembiayaan 

g) Pembiayaan neto, dan 

h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 

3) Laporan arus kas 

Menurut PSAP no.03 laporan arus kas menyajikan informasi historis 

selama satu periode akuntansi mengenai perubahan kas dan setara kas 

berdasarkan : 

a) Aktivitas operasional 

b) Investasi 

c) Pendanaan 

d) Transitoris 
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4) Catatan atas laporan keuangan 

Menurut PSAP no.03 catatan atas laporan keuangan mengungkapkan 

laporan keuangan yang tidak diungkapkan dilaporan keuangan lainnya, 

seperti: 

a) Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi 

b) Kebijakan fiscal dan ekonomi makro 

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan 

d) Kebijakan akuntansi 

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut: 

a. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkanOsesuai dengan Peraturan 

Pemerintah, dan diberi skor 0 jika tidakOdiungkapkan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah. 

b. Skor yang diperolehDdijumlahkan untukMmendapatkan skor total. 

3. Dalam pengukuran kinerja dapat diukur menggunakanAanalisis varians dan 

rasio, yangOdiukur berdasarkan padaNanggaran yang telah dibuat dengan 

realisasinya, diantaranya yaitu: 

a) Varians Pendapatan (revenue varians) 

b) Varians Pengeluaran (expenditure variance) 

a. Varians belanja rutin 

b. Varians belanja investasi/modal 
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c) Rasio Keuangan 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

                   =
                      

                                     
 

Rasio ini menggambarkan  ketergantungan  daerah terhadap 

sumber dana ekstern dan tingkat patisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasioKkemandirian  berarti 

semakin tinggiP partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak 

dan retribusiD Daerah yang merupakan  komponen  utama 

pendapatan asli Daerah yang akan digunakanO untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim,  2007). 

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

                 

=
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target Penerimaan PAD yang Diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah
 

                 =
Biaya yang Dikeluarkan untuk memungut PAD

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan  berdasarkan potensi ril daerah. Kemampuan daerah 

dalam menjalankan tugasDdikategorikan efektif apabila rasio yang 

dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin 
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tinggi rasio efektivitas menggambarkanOkemampuan daerah yang 

semakin  baik (Halim,  2007). 

c. Rasio Aktivitas 

                       ℎ         =
Total Belanja Rutin

Total Belanja Daerah
 

                       ℎ         =
Total Belanja Modal

Total Belanja Daerah
 

Rasio ini mengambarkan  bagaimana  pemerintah  Daerah  

memprioritaskan  dananyaOspada belanja rutin dan belanja modal 

secara optimal.  Semakin  tinggi persentaseDidana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal 

yang digunakansicenderung semakin kecil (Halim,  2007). 

d. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan danMmeningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya. Dengan diketahuinyaPipertumbuhan untuk masing-

masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat 

digunakan untukSimengevaluasi potensi-potensiSimana yang perlu 

mendapatkan perhatian (Halim,  2007). 

Pertum uhan PAD =
          

       
        

4. Interpretasi dan kesimpulan atas pengolahan data untuk pengukuran 

tingkat pengungkapan danSianalisis kinerja pemerintah daerah 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Paparan Data  

4.1.1 Gambar Umum Objek Penelitian  

Jawa Timur secara georgafis merupakan kota administratif salah satunya 

adalah Jember, dan ditambah Kota administratif lagi yang sangat diandalkan 

sebagai sentra wisata di Jawa Timur, yaitu Kota Batu. Kelahiran ini pada tanggal 

6 Maret 1993 dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri. 

Pelantikan dan peresmian itu dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di 

Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan 

itu langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, hadir juga Bupati 

Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya. 

Kelahiran berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang 

Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatif Batu yang terdiri dari 3 

kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah 

utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan). 

Saat itulah Batu sebagai klasifikasi kota yang sedang menyiapkan diri 

untuk lebih meningkatkan prestasinya. Prestasi pertama yang diraih adalah adanya 

Gerakan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) yang secara simbolis 

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 1993, lalu diciptakannya semboyan 
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Batu beramal, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bersih 

2. Elok 

3. Rapi 

4. Aman 

5. Manusiawi 

6. Agrowisata dan Industri 

7. Lestari 

Dalam bidang kebersihan Batu mampu meraih piala adipura sebanyak 4 kali 

berturut-turut (mulai tahun 1993-1996) untuk klasifikasi sedang. Selain prestasi-

prestasi di atas, Kotatif Batu mulai membangun sarana dan prasarana yang 

memadai khususnya bisa mendukung sektor kepariwisataan, perdagangan dan 

industri. Sarana dan prasarana itu antara lain yaitu: 

1. Sarana Transportasi 

2. Sarana Perhubungan 

3. Sarana Penerangan 

4. Sarana Perbelanjaan 

5. Sarana Kesehatan 

6. Sarana Hiburan 

7. Sarana Keamanan 
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 Selain prestasi, sarana dan prasarana di atas, Kotatif Batu juga biasa 

dikunjungi sebagai tempat acara-acara penting daerah maupun Nasional, contoh : 

biasa dibuat Konferensi Pers, bahkan pada saat MTQ ke-19 tingkat Jawa Timur, 

Malang ditempati sebagai tuan rumahnya dan menunjuk Kota Batu yang akan 

dijadikan tempat berlangsungnya MTQ tersebut. Hotel-hotel bertaraf internasional 

banyak dibangun dan kesemuanya memilki fasilitas lengkap, seperti kamar 

standard, royal suite, cottage, tennis court, kolam renang, ruang pertemuan, 

squash court, bar, diskotek, kafe, kebun buah (apel, jeruk), kebun sayur serta 

fasilitas lainnya. 

Perkembangan Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus 

meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang 

hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju 

maka banyak warga dari Kotatif Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, 

organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status 

Kotatif Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini 

berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. 

Dukungan-dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur 

Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi 

Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien 

Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu 

ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu 

Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi 

Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 
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Tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota 

Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 

17 Oktober 2002 secara resmi Kotatif Batu ditingkatkan statusnya menjadi 

Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur 

atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota 

Batu. Esok harinya masyarakat Kota Batu menyambutnya dengan bersyukur pada 

Allah SWT, mulai menyambut dengan acara syukuran tumpengan bersama, 

pemasangan spanduk-spanduk yang membanjiri setiap jalan dan sudut Kota Batu. 

Setelah Batu ditingkatkan statusnya dengan pejabat Walikotanya Drs. Imam 

Kabul, Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik 

maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat, Pemerintah Kota Batu bersama 

masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini 

tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri. 

Berikut kronologis Terbentuknya  Pemerintah Kota Batu : 

1. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam 

lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Pada tahun 1997 Kecamatan Batu sebagai Daerah Kota Administratif 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1997 tentang 

Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten 

Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan 

Kecamatan Junrejo. 
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3. Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya kemudian berubah menjadi 

Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia 

tanggal 21 Juni 2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan 

Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang 

yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan 

Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Desa serta Kelurahan. 

4. Pada hari Jum‟at tanggal 30 Agustus 2002 diadakan pemilihan anggota 

DPRD Kota Batu. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 

2002 DPRD Kota Batu dilantik. Setelah DPRD Kota Batu terbentuk, maka 

secara resmi dan sah Pemerintah Kota Batu telah memiliki Badan 

Legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan Pemilihan 

Kepala Daerah. 

5. Pada hari Senin tanggal 4 November 2002 diadakan Pemilihan Kepala 

Daerah dan terpilih Drs. H. Imam Kabul M.Si yang berpasangan dengan 

Drs. M. Khudhori sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu yang 

pertama. 

6. Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 dilaksanakan Pelantikan 

Walikota dan Wakil Walikota Batu oleh Gubernur Imam Utomo. 

7. Pada tanggal 26 Agustus 2007 Walikota Batu Drs. H. Imam Kabul M.Si. 

meninggal dunia dan tanggal 20 September 2007 Drs. M. Khudhori yang 

pada waktu itu sebagai Wakil Walikota Batu dilantik menjadi Walikota 

Batu yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. 
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8. Tanggal 25 Nopember 2007 masa jabatan Walikota Batu berakhir dan 

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 2007 

Nomor : 131.35-321 Tahun 2007 diangkat Mayjen TNI (Purn) IMAM 

UTOMO S sebagai Penjabat Walikota Batu. 

9. Pada tanggal 26 Nopember 2007 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor : 131.422/65/011/2007 ditunjuk Sdr. Drs. SOERJANTO 

SUBANDI, MM Kepala Badan Koordinasi Wilayah III Malang sebagai 

Pelaksana Tugas Harian Walikota Batu. 

10. Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah tanggal 5 November 2007 

pasangan calon Walikota Batu EDDY RUMPOKO dengan calon Wakil 

Walikota Batu H.A. BUDIONO memperoleh suara terbanyak. 

4.1.2 Aspek geografi dan demografi 

Luasan wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 hektar dan secara administrasi 

terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Batu  

Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 hektar 

Jumlah Desa/Kelurahan : 4 kelurahan dan 4 desa 

Jumlah RW/RT :  96 RW dan 453 RT. 

2. Kecamatan Junrejo 

Luas wilayah Kecamatan Batu : 2.565,02 hektar 

Jumlah Desa/Kelurahan : 1 kelurahan dan 6 desa 

Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT. 
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3. Kecamatan Bumiaji 

Luas wilayah Kecamatan Batu : 12.797,89 hektar 

Jumlah Desa/Kelurahan : 9 desa 

Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT 

Adapun batas administrasi wilayah Kota Batu sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten  

  Pasuruan. 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. 

Sebelah Barat  : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

Sebelah Timur   : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan  

  Dau,  Kabupaten Malang. 

4.1.3 Visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Batu 

Visi Kota Batu 

Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional 

ditunjang oleh pendidikan yang baik dana berdaya saing ditopang sumber daya 

alam, manusia, dan budaya yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang 

baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yag 

maha esa. 

 

Misi Kota Batu 

1. Meningkatkan kualitas hidup antar umat beragama 

2. Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintah Kota Batu 

3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian 

organic di Kota Batu 
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4. Meningkatkan peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota 

kepariwisataan Internasional 

5. Optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Batu 

6. Peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan Kota Batu 

7. Peningkatan kualitas kesehatan 

8. Pengembangan infrastruktur khususnya dalam perkantoran Pemerintah, 

fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas 

9. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat 

10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis 

dan demokratis 

11. Pemberdayaan masyarakat melalui UKM dan koperasi 
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4.1.4 Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu 

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Batu 
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4.1.5 Job Description Dinas Pemerintah Daerah Kota Batu : 

 Setiap organisasi memiliki job description di setiap bagian, berikut adalah 

Job description yang ada pada Dinas Pemerintah Kota Batu sebagai berikut: 

1. Dinas Pendidikan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

pendidikan serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

kepemudaan 

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan Pemerintah 

Daerah Kota Batu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

3. Dinas Pariwisata 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

pariwisata serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kebudayaan 

4. Dinas Komunikas dan Informasi 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

komunikasi dan informasi serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu 

bidang statistik dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

persandian. 
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5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

penanaman modal dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

tenaga kerja. 

6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

perpustakaan serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

kearsipan. 

7. Dinas Kesehatan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

kesehatan 

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang. 

9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman seta urusan Pemerintah 

Daerah Kota Batu bidang pertahanan. 

10. Dinas Lingkungan Hidup 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

lingkungan hidup. 
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11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

12. Dinas Perhubungan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

perhubungan. 

13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang koperasi, 

usaha kecil dan menengah, serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu 

bidang perindustrian dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

perdagangan. 

14. Dinas Petanian 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

pertanian serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kelautan dan 

perikanan. 

15. Dinas Sosial 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

sosial. 

16. Dinas Ketahanan Pangan 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

pangan. 
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17. Dinas Penanggulangan Kebakaran 

Menyelenggaran urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

urusan kebakaran. 

18. Satuan Polisi Pamong Praja 

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

urusan ketenteraman dan ketertiban umum. 

4.1.6 Laporan keuangan 

Laporan keuangan sektor publik merupakan gambaran dari posisi 

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik 

(Bastian, 2010). Dalam Penelitian ini dibutuhkan empat laporan keuangan, yaitu 

neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Berikut laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu: 

1. Neraca Pemerintah Kota Batu 

 Neraca Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian 

yang dilakukan adalah neraca periode 31 Desember 2016 – 31 Desember 2017 

yang disajikan secara penuh dalam lampiran 1 sedangkan ringkasannya 

ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel. 4.1 

Pemerintah Kota Batu  

Neraca  

Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017 

Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp) 

Aset Lancar 116.089.421.564,69 181.133.000.133,82 

Investasi Jangka Panjang  22.760.573.286 26.800.573.286,00 

Aset Tetap 1.461.032.545.560,60 1.478.024.998.843,19 

Dana Cadang 0 0 

Aset Lainnya 51.573.924.279,21 45.970.541.214,36 

Jumlah Aset 1.651.456.464.690,50 1.731.929.113.477,37 

Kewajiban Jangka Pendek 937.773.805,33 10.121.216.932,66 

Kewajiban Jangka Panjang 0 0 

Jumlah Kewajiban 937.773.805,33 10.121.216.932,66 

Ekuitas 1.650.520.690.885,16 1.721.807.896.544,71 

Jumlah Kewajiban dan 

Ekuitas 

1.651.456.464.690,50 1.731.929.113.477,37 

  Sumber : Data diolah, Laporan secara detai ada pada lampiran 1 

 Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui bahwa aset yang dimiliki 

Pemerintah Kota Batu meningkat, dari Rp 1.651.456.464.690,50 hingga Rp 

1.731.929.113.477,37. Kewajiban jangka pendek yang ada pada Pemerintah Kota 

Batu meningkat sangat tinggi sekali dari Rp 937.773.805,33 hingga Rp. 

10.121.216.932,66, pada kewajiban jangka pendek tersebut terdapat pos 

pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Dan 

ekuitas Pemerintah Kota Batu meningkat, dari Rp. 1.650.520.690.885,16 hingga 

1.721.807.896.544,71. 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti 

dalam penelitian yang dilakukan adalah laporan realisasi anggaran periode 31 

Desember 2016 – 31 Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran 

2 sedangkan ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut: 



67 
 

 
 

Tabel 4.2 

Pemerintah Kota Batu 

Laporan Realisasi Anggaran 

Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017 

Uraian 
2016 (Rp) 2017 (Rp) 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

Pendapatan-

LRA 

826.995.638.282

,88 

803.450.046.047

,54 

859.991.508.077,

69 

849.443.727.270

,06 

Belanja 859.790.122.051

,82 

780.506.520.832

,98 

876.795.937.467,

49 

728.420.680.465

,85 

Transfer 55.697.742.299,

30 

39.180.028.293 51.411.293.600 51.021.281.139 

Surplus/ 

(Devisit) 

(88.492.226.068

,24) 

(16.236.503.078

) 

(68.215.722.989,

80) 

70.001.765.665 

Pembiayaan 

netto 

88.492.226.068,

24 

88.492.226.068,

24 

68.215.722.989, 

80 

68.268.701.558,

07 

SILPA 0 72.255.722.989,

80 

0 138.270.467.223

,28 
Sumber : Data diolah, Laporan secara detai ada pada lampiran 2 

Berdasarkan table 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan untuk tahun yang 

berakhir sampai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 meningkat dari 

Rp.803.450.046.047,54 hingga Rp. 849.443.727.270,06 yang terdiri dari 

pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. Untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami penurunan, dari  Rp. 

780.506.520.832,98 hingga Rp.728.420.680.465,85 dikarenakan menurunnya 

belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Surplus pada 

Pemerintah Daerah Kota Batu pada 2016 Rp (16.236.503.078) dan pada tahun 

2017 Rp 70.001.765.665. Pembiayaan netto pada Pemerintah Daerah Kota Batu 

pada tahun 2016 Rp. 88.492.226.068,24 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 

68.268.701.558,07, sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran pada 

tahun 2016 sebesar Rp. 72.255.722.989,80 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 

138.270.467.223,28. 
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3. Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian 

yang dilakukan adalah laporan arus kas periode 31 Desember 2016 – 31 

Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran 3 sedangkan 

ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut: 

 Tabel 4.3  

Laporan Arus 

Pemerintah Kota Batu 

Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017 

Uraian 2016 2017 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi   

Jumlah Arus Kas Masuk 803.450.046.047,54 849.443.727.270,06 

Jumlah Arus Kas Keluar 645.317.840.798,98 636.859.020.664,85 

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 

Operasi 

158.132.205.248,56 212.584.706.605,21 

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 

Investasi 

(174.368.708.327) (142.582.940.940) 

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 

Pendanaan 

(3.000.000.000) (4.040.000.000) 

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 

Transitoris 

- - 

Kenaikan / (Penurunan) Bersih 

Kas Selama  Periode 

(19.236.503.078,44) 65.961.765.665,21 

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di 

Bendahara Pengeluaran & Kas 

di Bendahara Penerimaan 

72.308.701.558,07 90.559.053.068,24 

Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di 

Bendahara Pengeluaran & Kas 

di Bendahara Penerimaan 

138.270.467.223,28 70.004.798.037,63 

Saldo Akhir Kas di Bendahara 

Dana Kapitasi JKN 

- 2.250.924.952,17 

Saldo Akhir Kas di Bendahara 

Dana BOS 2016 

- 1.070.592.314,53 

Saldo Akhir Kas 73.326.315.304,33 138.270.467.223,28 
Sumber : Data diolah, Laporan secara detai ada pada lampiran 3 
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Berdasarkan 4.3 jumlah arus bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp. 

158.132.205.248,56 dan 212.584.706.605,21 arus bersih dari aktivitas Investasi 

pada tahun 2016 sebesar (Rp.174.368.708.327) dan pada tahun 2017 sebesar 

(Rp.142.582.940.940) arus bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 

sebesar (Rp.3.000.000.000) dan pada tahun 2017 sebesar (Rp.4.040.000.000), 

sehingga pada tahun 2016 menghasilkan saldo akhir sebesar 

Rp.73.326.315.304,33 dan pada tahun 2017 menghasilkan saldo akhir sebesar Rp. 

138.270.467.223,28. 

 Laporan keuangan pada Pemerintah Kota Batu sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Indoseia. Hal ini disampaikan oleh Dicky Hartawan 

selaku kepala sub bidang pembinaan pengembangan kebijakan dan sistem 

akuntansi dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis 26 April 2018 Pukul 

14.11 WIB di Pemerintah Daerah Kota Batu: 

 “Untuk pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu sendiri 

kurang lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 

2010, karena memang pelaporan keuangan sektor publik harus sesuai 

dengan peraturan tersebut, dan untuk transaksi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Batu telah menggunakan  accrual basis disetiap 

transaksinya.”  

 Sedangkan untuk transparansi laporan keuangan Pemerintah Kota 

Batu itu sangat kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Bayu Diktiarsa selaku 

sekretaris Malang Corruption Watch (MCW) dalam wawancara yang dilakukan 

pada hari Sabtu 28 April 2018 Pukul 11.36 WIB di kantor Malang Corruption 

Watch (MCW): 
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“Dalam transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Batu itu sangat kurang sekali, hingga laporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Baru yang ada di website Pemerintah Kota Baru yang 

ada hanya sampai periode 2014, padahal sebagimana yang kita 

ketahui bahwasannya laporan keuangan Pemerintah Daerah harus 

transparansi agar masyarakat Kota Batu paham keuangan Kota Batu 

itu digunakan untuk apa saja.” 

Sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2009) bahwasannya 

pembuatan laporan keuangan sektor publik adalah salah satu bentuk kebutuhan 

dan harus transparansi untuk syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa 

keterbukaan (opennes) atas aktivitas pengelolaan. Akan tetapi Pemerintah Daerah 

Kota Batu mempunyai kebijakan sendiri dalam pengambilan laporang keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Dewi Islamiati selaku 

kepala sub bidang pelaporan pendapatan dan pembiayaan dalam wawancara yang 

dilakukan pada Hari Senin 30 April 2018 Pukul 13.30 di Pemerintah Daerah Kota 

Batu: 

“Pemerintah Daerah Kota Batu memiliki kebijakan yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik dengan persyaratan mengajukan permohonan ijin 

dalam pengambilan data Pemerintah Kota Batu baik itu laporan 

keuangan ataupun informasi lainnya, pengajuan permohonan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara online ataupun offline dengan 

melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).” 

 Sehingga dalam pengambilan informasi yang ada dalam Pemerintah 

Daerah Kota Batu harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Batu 

itu sendiri, terutama dalam pengambilan laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Batu harus mengajukan permohonan secara offline agar mendapatkan 

laporan keuangan Daerah yang terupdate. 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Batu 

Dalam pengungkapan laporan keuangan Pemerintah disusun sesuai dengan 

standar yang berlaku dan disajikan dengan basis akrual. Dalam tingkat 

pengungkapan laporan keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan 

item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

1. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi atau entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajiban menjadi 

kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang dalam neraca. 

Hasil indeks pengungkapan neraca pada tahun 2016 dan 2017 yang 

seharusnya diungkapkan adalah 34 item yang terdiri dari aset (aset 

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset 

lainnya), kewajiban (kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka 

panjang), dan ekuitas. Sedangkan total pengungkapan pada laporan 

realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu adalah 46 item, maka cara 

perhitungan persentase pengungkapan neraca yaitu item yang harus 

diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada neraca 

Pemerintah Kota Batu, maka persentase pengungkapannya yaitu : 
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Tabel 4.4 

Neraca  

Tahun Pengungkapan 

Seharusnya 

Total 

Pengungkapan 

Hasil tingkat 

pengungkapan 

(%) 

2016 34 46 74 

2017 34 46 74 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 persentase tingkat pengungkapan neraca pada 

tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 74%, dengan demikian pengungkapan 

neraca pada Pemerintah Kota Batu tidak menambahkan atau mengurangi 

pos pos yang ada dalam neraca. 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan 

dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar 

sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola 

oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Hasil indeks 

pengungkapan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2016 yang 

seharusnya diungkapkan adalah 29 item sedangkan total pengungkapan 

pada laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Batu 

adalah 33 item, dan pada tahun 2017 item yang seharusnya diungkapkan 

adalah 29 item sedangkan total pengungkapan pada laporan realisasi 

anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Batu adalah 34 item, yang terdiri 

dari pendapatan (pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, transfer 
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pemerintah pusat, dan transfer pemerintah provinsi), lain-lain pendapatan 

yang sah, belanja (belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak 

terduga), transfer, pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan), maka cara perhitungan persentase pengungkapan laporan 

realisasi anggaran yaitu item yang harus diungkapkan dibagi dengan total 

item yang diungkapkan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota 

Batu, maka persentase pengungkapannya yaitu: 

Tabel 4.5 

Laporan Realisasi Anggaran 

Tahun Pengungkapan 

Seharusnya 

Total 

Pengungkapan 

Hasil tingkat 

pengungkapan 

(%) 

2016 29 33 88 

2017 29 34 85 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 persentase tingkat pengungkapan laporan realisasi 

anggaran pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 88% dan 85, dengan 

demikian pengungkapan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota 

Batu menambahkan satu akun yang ada dalam laporan realisasi anggaran 

yaitu terdapat akun dana alokasi khusus tambahan P3K2. 

3. Arus Kas 

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan 

informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode tertentu 

yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan 

transitoris. Hasil indeks pengungkapan laporan arus kas pada tahun 2016 

dan 2017 yang seharusnya diungkapkan adalah 34 item terdiri dari Arus 



74 
 

 
 

kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari 

aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris. Sedangkan 

total pengungkapan pada laporan arus kas adalah 44 item, maka cara 

perhitungan persentase pengungkapan laporan arus kas yaitu item yang 

harus diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada 

laporan arus kas Pemerintah Kota Batu. Maka persentase pengungkapan 

arus kas Pemerintah Kota Batu yaitu : 

Tabel 4.6 

Laporan Arus Kas 

Tahun Pengungkapan 

Seharusnya 

Total 

Pengungkapan 

Hasil tingkat 

pengungkapan 

(%) 

2016 34 44 77 

2017 34 44 77 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 persentase tingkat pengungkapan laporan arus kas 

pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 77%, dengan demikian 

pengungkapan laporan arus kas pada Pemerintah Kota Batu tidak 

menambahkan atau mengurangi pos pos yang ada dalam neraca. 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos  pos yang disajikan dalam laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan 

operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan 

atas laporan keuangan. Hasil indeks pengungkapan dalam catatan atas 

laporan keuangan Pemerintah Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 35% 
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sedangkan pada tahun 2017 sebesar 25%, pengungkapan dalam catatan 

atas laporan keuangan sudah mencakup informasi secara umum dasar 

penyajian keuangan, ekonomi makro dan kebijakan keuangan, penjelasan 

pos-pos laporan keuangan, penjelasan informasi non keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang digunakan. 

4.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu 

1. Varians Pendapatan (Revenue Varians) 

Varians pendapatan dapat mencerminkan kinerja dalam pendapatan keuangan 

Daerah, berikut varians pendapatan yang ada dalam Pemerintah Daerah Kota 

Batu yaitu : 

Tabel 4.7 

Varians Pendapatan 

Tahun Realisasi Anggaran Varians (Rp) Varians 

(%) 

2016 803.450.046.047,54 826.995.638.282,88 (23.545.592.235,3) -3 

2017 849.443.727.270,06 859.991.508.077,69 (10.547.780.807,6) -1 
Sumber :Data diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah 

pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran 

pendapatan daerah, selisih yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 

23.545.592.235,3 atau -3% dan 10.547.780.807,6 atau -1%. Pada Selisih negatif 

ini mencerminkan bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam menggali dan 

memungut potensi pendapatan daerah yang ada.  
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2. Varians Pengeluaran (expenditure variance) 

a. Varians Belanja Rutin 

Anggaran belanja rutin yang disediakan untuk  membiayai kegiatan-kegiatan 

yang sifatnya  lancar dan terus menerusyang ada di Pemerintah Daerah Kota 

Batu, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Varians Belanja Rutin 

Tahun Realisasi Anggaran Varians (Rp) Varians 

(%) 

2016 605.010.937.005,98 649.196.998.456,06 (44.186.061.450,1) -7 

2017 585.016.175.525,85 683.194.211.946,49 (98.178.036.420,6) -14 
Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja rutin pada tahun 

2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah, selisih 

yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 44.186.061.450,1 dan 

98.178.036.420,6. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang 

melebihi anggaran belanja, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian 

terjadi adanya efisiensi atau penghematan anggaran, pada tahu 2016 sebesar 

44.186.061.450 atau 7% dari total APBD dan pada tahun 2017 sebesar 

98.178.036.420 atau 14%. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari 

persentase memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang 

cukup signifikan dan dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam 

penghematan anggaran belanja. 
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b. Varians Belanja Investasi/Modal (recurrent expenditure variance) 

Belanja investasi/modal yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan Pemerintah, dan selanjutnya 

akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. 

Berikut varians belanja investasi/modal Pemerintah Daerah Kota Batu: 

Tabel 4.9 

Varians Belanja Investasi/Modal 

Tahun Anggaran Realisasi Varians (Rp) Varians 

(%) 

2016 209.342.923.595,76 174.368.708.327,00 (34.974.215.268,8) -20 

2017 191.601.725.521,00 142.582.940.940,00 (49.018.784.581) -34,4 
Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja modal pada tahun 

2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah, selisih 

yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 34.974.215.268,8 dan 

49.018.784.581. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang 

melebihi anggaran belanja. Pada anggaran belanja investasi/modal Pemerintah 

Kota Batu mengalami penurunan dan jika dilihat dari persentase varians belanja 

investasi/modal mengalami peningkatan sebesar 14,4% 

3. Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 

Rasio keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu dapat kita analisis dengan 

menggunakan APBD yang ada di Pemerintah Kota Batu. Berikut rasio keuangan yang 

diteliti: 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) 

Rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh 

Pemerintah Daearh (Abdul Halim, 2012:232).  

Tabel 4.10 

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 

Rendah Sekali 0%-25% 

Rendah 25%-50% 

Sedang 50%-75% 

Tinggi 75%-100% 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

Rasio kemandirian dapat kita analisis melalui pendapatan asli daerah 

(PAD) periode 2016-2017 dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan 

pinjaman pada periode 2016-2017. Maka hasil perhitungan rasio 

kemandirian Daerah Kota Batu dapat dilihat pada table 4.6 

 

Tabel 4.11 

Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kota Batu tahun 2016-2017 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Bantuan Pemerintah 

Pusat/Provinsi (Rp) 

Rasio 

Kemandirian % 

2016 109.533.498.033,54 1.580.120.000 69 

2017 149.423.884.652,06 1.013.400.000 147 

Sumber : Data diolah 
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 Berdasarkan table 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah 

Kota Batu meningkat. Pada tahun 2016 mencapai tingkat yang baik, sedangkan 

pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah Kota Batu mencapai tingkat yang 

sangat baik. 

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.  Berikut 

pedoman persentase efektifitas keuangan daerah, melalui kepmendagri 

No.690.900.327 

Tabel 4.12 

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 

Kriteria Efektivitas Persentase Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 
Efektif >90 – 100 

Cukup Efektif >80 – 90 
Kurang Efektif >60 – 80 
Tidak Efektif ≤60 

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Rasio 

efektivitas perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh 

Pemerintah Daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah 

Daerah. Berikut pedoman penilaian tingkat efisiensi menurut kepmendagri 

No. 690.900.327:  
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Tabel 4.13 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efisien 

60%-80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

Berikut hasil perhitungan rasio Efektifitas Daerah Kota Batu dapat dilihat 

pada table 4.9, dan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.10 : 

Tabel 4.14 

Perhitungan Rasio Efektifitas Daerah Kota Batu tahun 2016-2017 

Tahun Realisasi Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Target penerimaan 

PAD yang diterapkan 

Berdasarkan Potensi 

Riil Daerah (Rp) 

Rasio 

Efektifitas % 

2016 109.533.498.033,54 117.751.331.260,21 93 

2017 149.423.884.652,06 145.865.571.206,69 102 

Sumber : Data diolah 

Dalam data diatas Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD pada tahun 2016 efektif 

sedangkan pada tahun 2017 sangat efektif. 

Tabel 4.15 

Perhitungan Rasio Efisiensi Daerah Kota Batu tahun 2016-2017 

Tahun Biaya yang 

dikeluarkan untuk 

memungut PAD 

(Rp) 

Realisasi Penerimaan 

PAD (Rp) 

Rasio 

Efektifitas % 

2016 39.180.028.293 109.533.498.033,54 36 

2017 51.021.281.139 149.423.884.652,06 34 

Sumber : Data diolah 
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Dalam tabel diatas bahwa efisiensi dalam melakukan pemungutan 

pendapatan  Pemerintah Daerah Kota Batu pada tahun 2016-2017 Rasio 

dikatakan sangat efisiens, yang berarti kinerja dalam melakukan 

pemungutan pendapatan sudah baik. 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio ini mengambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  

memprioritaskan  dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara 

optimal.  Semakin  tinggi persentase  dana yang dialokasikan untuk 

belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan cenderung 

semakin kecil. Sampai saat ini belum adanya pedoman yang ideal tentang 

besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat 

dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang 

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim, 

2012). Berikut analisis rasio belanja rutin dan belanja pembangunan 

Pemerintah Kota Batu: 

Tabel 4.16 

Rasio Belanja Rutin terhadap PAD 

Tahun Total Belanja Rutin 

(Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Rutin % 

2016 605.010.937.005,98 780.506.520.832,98 36 

2017 585.016.175.525,85 728.420.680.465,85 34 

 Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan table 4.11 bahwasannya persentase belanja rutin pada tahun 

2016 sebesar 36% dan persentase 2017 34%. Berdasarkan persentase 
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tersebut berarti belanja rutin pada Pemeritah Daerah Kota Batu tidak 

terlalu besar dalam pengeluaran belanjanya. 

Tabel 4.17 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD 

Tahun Total Belanja Modal 

(Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Modal % 

2016 174.368.708.327,00 780.506.520.832,98 22 

2017 142.582.940.940,00 728.420.680.465,85 19 

 Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan table 4.12 bahwasannya persentasi belanja pembangunan 

pada tahun 2016 sebesar 22% sedangkan tahun 2017 sebesar 19%. 

Melihat persentase tersebut yang berarti pada belanja pembangunan 

Pemerintah Daerah tidaklah terlalu besar. 

3. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang 

telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui 

pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Batu maka harus menganalisis 

dengan menggunakan rasio pertumbuhan, hasil perhitungan rasio 

pertumbuhan Daerah Kota Batu yaitu: 
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Tabel 4.18 

Rasio Pertumbuhan Periode 2016 

Tahun 2015 

Realisasi 

Tahun 2016 

Realisasi 

Rasio Pertumbuhan 

(%) 

725.754.996.854,34 109.553.498.033,54 (85) 

Sumber : Data diolah 

Sesuai rasio pertumbuhan diatas persentase pada tahun 2016 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya dilihat dari persentase sebesar (85%) dapat diartikan 

bahwa rasio pertumbuhannya itu tidak baik. 

Tabel 4.19 

Rasio Pertumbuhan Periode 2017 

Tahun 2016 

Realisasi 

Tahun 2017 

Realisasi 

Rasio Pertumbuhan 

(%) 

109.553.498.033,54 149.423.884.652,06 36 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan rasio pertumbuhan yang diatas bahwa pada tahun 2017 

kemampuan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilannya dilihat dari persentase sebesar 36% dapat 

diartikan bahwa rasio pertumbuhannya meningkat dari tahun sebelumnnya. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dianalalisis sesuai dengan hasil 

pembahasan yang telah dipaparkan, yaitu: 

1. Laporan Keuangan 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya transparansi laporan 

keuangan yang ada di Pemerintah Kota Batu, dan kurang updatenya laporan 
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keuangan yang ada dalam website Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut bertolak 

belakang dengan Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 58, yang menjelaskan tentang: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat. 

Dalam Surat tersebut menjelaskan bahwasannya amanat harus disampaikan 

kepada yang berhak menerimanya, sedangkan yang ada di Pemerintah Kota Batu 

laporan keuangan tidak disampaikan begitu saja, harus mengajukan permohonan 

terlebih dahulu, baik via online ataupun datang langsung ke Pemerintah Kota 

Batu. 

2. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  

 Berdasarkan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Batu, dari item item yang harus diungkapkan dalam Laporan 

Keuangan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah menunjukan persentase yang 

cukup baik, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan laporan 

keuangan Pemerintah Kota Batu tergolong cukup luas dan sesuai dengan standar 

akuntansi Pemerintah. Untuk penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Batu 

telah mengungkapkan informasi mengenai nama, cakupan, periode pelaporan 

secara jelas, dan dapat dilihat adanya keinginan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Batu untuk meningkatkan tingkat pengungkapannya. Berdasarkan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan Pemeritah Kota Batu sudah baik, maka peneliti 

akan menganalisis varians pendapatan dan belanja. 
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3. Varians Pengeluaran 

1) Varians Pendapatan 

Pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara 

realisasi dan anggaran pendapatan daerah. Pada Selisih negatif ini mencerminkan 

bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam menggali dan memungut potensi 

pendapatan daerah yang ada, dikarenakan kurangnya kinerja dalam pemungutan 

tunggakan pendapatan pajak pengusaha hiburan di Pemerintah Kota Batu, 

sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor 

penerimaan pendapatan pajak hiburan, seharusnya Pemerintah Kota Batu bisa 

mendapatkan pendapatan lebih besar dari anggaran karena menurut data yang 

didapatkan dari MCW (Malang Corupption Witch) anggaran pendapatan pada 

pajak hiburan sangat kecil jika dilihat dari potensi yang seharusnya didapatkan 

oleh Pemerintah Kota Batu. 

2) Varians Pengeluaran 

a. Varians Belanja Rutin 

Berdasarkan hasil =analisis dapat diketahui bahwa belanja rutin pada 

tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah. 

Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran 

belanja, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian terjadi adanya 

efisiensi atau penghematan anggaran, pada tahun 2016 dari total APBD dan pada 

tahun 2017. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang 
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tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan 

dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran 

belanja. 

b. Varians Belanja Investasi/Modal 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa belanja modal pada 

tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah.  

Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran 

belanja. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang tidak 

begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan dapat 

dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja 

modal sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) untuk 

meningkatkan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Batu. 

Dengan hasil varians belanja rutin yang lebih tinggi daripada varians 

belanja investasi/modal dapat disimpulkan bahwa belanja rutin lebih 

diprioritaskan daripada belanja modal. Hal ini bertolak belakang dengan Al-

Qur‟an Surat Asy-Syu‟ara ayat 181-184 yang menjelaskan : 

” Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang 

yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan 

bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat 

yang dahulu. 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh merugikan manusia dengan cara 

memprioritaskan sesuatu, seharusnya kota Batu menyamaratakan anggaran 

belanja, antara belanja rutin dengan belanja modal, karena belanja modal sangat 
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dibutuhkan oleh Kota Batu dalam upaya pembangunan Kota Batu itu sendiri, 

selain itu hasil dari belanja modal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 

Pemerintah Kota Batu.  

4. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat 

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota 

Batu, berikut merupakan rasio keuangan Kota Batu: 

1) Rasio kemandirian dan kemampuan daerah 

Hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang akan digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 

menunjukan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Batu 

terhadap sumber dana eksternal  (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) 

semakin rendah, sedangkan pada tahun 2017 menunjukan hubungan 

delegatif artinya campur tangan dana ekternal (terutama Pemerintah Pusat 

dan Provinsi) sudah tidak ada. 

2) Hasil analisis tersebut  maka dapat disimpilkan bahwa pada tahun 2016 

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan 

PAD sudah baik, sedangkan pada tahun 2017 kemampuan Pemerintah 

Daerah tidak efektif dalam merealisasikan PAD berdasarkan potensi riil 

Daerah Kota Batu. 
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3) Dengan hasil persentase dibawah 60% yang berarti rasio pemungutan 

pendapatan Pemerintah Daerah Kota Batu dikatakan efisien, yang berarti 

dalam pemungutan pendapatan Kota Batu telah sesuai dengan yang 

dianggarkan. 

4) Dari hasil persentase belanja rutin dan belanja pembangunan  dapat 

disimpulkan bahwa persentase  dana yang dialokasikan untuk belanja 

rutin lebih besar daripada persentase belanja modal/pembangunan. Maka 

dalam Pemerintah Daerah Kota Batu adanya belanja yang diprioritaskan 

oleh Kota Batu. Dan Pemerintah Daerah Kota Batu lebih 

memprioritaskan belanja rutin daripada belanja modal, jika dilihat dari 

nominal belanja rutin yang sangat besar daripada brlanja 

modal/pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah 

Daerah terhadap masyarakat sangat kurang. 

5) Dari hasil persentase yang meningakat dari tahun sebelumnya, yang berarti 

pertumbuhan Kota Batu pada tahun 2017 dapat dikatakan baik, dan 

Pemerintah Daerah Kota Batu  telah mampu meningkatkan 

pertumbuhannya dari periode sebelumnya.  



 
 

89 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut:  

1. Secara umum tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Batu tergolong pengungkapan yang baik sehingga terdapat informasi 

yang cukup luas. Namun transparansi laporan keuangan Pemerintah daerah 

Kota Batu sendiri masih kurang, padahal menurut Nomor 14 tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik laporan keuangan suatu entitas wajib 

untuk di publish. Kemampuan entitas untuk tidak mempublish laporan 

keuangan mencerminkan bahwa kinerja keuangan sendiri menjadi tidak baik, 

seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu. 

2. Dilihat dari varians pendapatan daerah kota Batu selama periode 2016-2017, 

secara umum dapat dikatakan kurang baik karena kurangnya pengoptimalan 

Pemerintah dalam menggali dan memungut potensi pendapatan Daerah yang 

ada di Pemerintah Kota Batu, dan jika dilihat dari varians pengeluaran daerah 

periode 2016-2017, dapat dikatakan bahwa belanja rutin lebih diprioritaskan 

daripada belanja modal/investasi, seharusnya yang harus lebih dipriotaskan 

adalah belanja modal/investasi, karena belanja modal/investasi itu 
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sendiri mencakup tentang pembangunan Pemerintah Kota Batu yang dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat. 

3. Dilihat dari rasio kemandiaran keuangan Daerah dapat dikatakan sangat baik 

karena hubungan delegatif antara pusat Pemerintahan Daerah dan 

pemerintahan pusat sangat rendah, dilihat dari rasio efektifitas daerah kota 

Batu dalam merealisasikan PAD tahun 2017 sangat efektif, dilihat dari rasio 

efisiensi dalam melakukan pemungutan daerah kota Batu tahun 2016-2017 

dapat dikatakan sangat efisien, dilihat dari rasio belanja rutin terhadap PAD 

Pemerintah Daerah Kota Batu periode 2016-2017 dapat dikatakan baik, 

dilihat dari rasio belanja pembangunan terhadap PAD 2016-2017 dikatakan 

kurang baik karena dalam pembangunan pemerintah kota Batu masih 

lambat,dan mengalami penurunan, dan jika dilihat dari rasio pertumbuhan 

Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan baik karena rasio pertumbuhannya 

meningkat dari tahun sebelumnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama diharapkan 

lebih mendalam dalam melakukan analisis, karena dalam melakukan 

penelitian ini, peneliti mengalami keterbatan bahwa penelitian ini hanya 

menggali sampai tahap apakah informasi pengungkapan yang ada di PP 71 
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Tahun 2010 sudah diungkapkan atau sudah dipatuhi oleh masing-masing 

Daerah.  

2. Untuk Pemerintah Kota Batu, berkaitan dengan jumlah target pendapatan 

pajak hiburan disarankan untuk ditingkatkan sehingga belanja potensi 

pendapatan daerah juga meningkat. Selanjutnya, meningkatkan belanja modal 

untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. 
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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA 

ANALISIS TINGKAT PENGUGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM 

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU 

 

Wawancara 1  

Dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan Sistem 

Akuntansi 

Informan : Dicky Hartawan, S.E 

Jabatan  : Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan 

Sistem Akuntansi 

 

Peneliti:  Bagaimana Struktur Organisasi Kota Batu? 

Informan : Dalam struktural Pemerintah Kota Batu menggunakan 

Desentralisasi, karena Pemerintah Kota Batu puna kebijakan 

sendiri 

Peneliti:  Apakah tugas wewenang dilaksanakan sesuai dengan job desknya 

masing masing? 

Informan : Iya, tugas tugasnya diemban berdasarkan job desknya masing-

masing  

Peneliti:  Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang 

sudah disusun oleh manajer? 

Informan : Iya, setiap setahun sekali laporan keuangan Pemerintah Kota Batu 

selalu di cek oleh auditor. Ini kemarin bulan Mei laporan keuangan 

Pemerintah Kota Batu baru selesai di audit, dan mendapatkan opini 

wajar tanpa pengecualian 

Peneliti:  Apakah dengan opini wajar tanpa pengecualian tersebut 

pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu dikatakan 

baik? 

Informan : Iya mba, Karena pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kota 

Batu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku mba 

Peneliti:  Apakah ada peraturan yang mengatur tentang pengungkapan 

laporan keuangan Kota Batu? 

Informan : Jelas ada 

Peneliti:  Peraturan yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan  

tersebut menggunakan peraturan apa? 

Informan : Dalam pencatatan laporan keuangan Kota Batu menggunakan 

pedoman PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi Pemerintah 

 

 



 
 

 
 

Wawancara 2 

Dengan Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan 

Informan : Dewi Islamiati, S.E., MM 

Jabatan  : Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan 

 

Peneliti:  Bagaimana penempatan kerja Pemerintah Kota Batu yang ibu 

ketahui, apakah semua penempatan kerja sesuai dengan skil yang 

mereka miliki? 

Informan : Ada beberapa penempatan kerja yang tidak sesuai dengan skilnya, 

tetapi kami mengadakan pelatihan  

Peneliti:  Pelatihan yang dimaksud ini seperti apa? 

Informan : Pelatihan yang sesuai dengan bagiannya, andaikan dia dibagian 

pertanian, tapi dia tidak bisa bercocok tanam, maka disini 

mengadakan pelatihan tentang bercocok tanam 

Peneliti:  Bagaimana dengan transparansi Pemerintah Kota Batu? 

Informan:  Ya untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Batu disini terbuka  

Peneliti:  Terkait dengan laporan keuangan yang ada di website Pemerintah 

Kota Batu kenapa tidak bisa di download seperti biasa? 

Informan:  Terkait itu memang Pemerintah Kota Batu memiliki kebijakan 

sendiri mba, Pemerintah Kota Batu menerapkan Undang-Undang 

14 tahun 2008 dimana jika ingin meminta laporan keuangan harus 

mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan melampirkan 

KTP 

Peneliti:  Kenapa laporan keuangan Pemerintah Kota Batu yang ada di 

website tidak update, yang saya lihat di website hanya ada laporan 

realisasi anggaran saja dan itupun tahun 2014? 

Informan:  Iya kemarin kami masih pembaruan sistem, dan data laporan 

keuangan yang dapat di publikasikan sudah dipinta oleh bagian 

informasi 

 

Wawancara 3 

Dengan Sekretaris Malang Corruption Watch (MCW) 

Informan : Bayu Diktiarsa 

Jabatan  : Sekretaris Malang Corruption Watch (MCW) 

Peneliti:  Bagaimana pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu 

yang Mas ketahui? 

Informan : Kalau pengungkapan laporan keuangannya mereka memang bagus, 

tapi transaksi yang dilakukan mereka tidak selalu benar, dan dalam 

menganggarkan pendapatannya pun mereka kurang 



 
 

 
 

Peneliti:  Yang dimaksud transaksi yang dialkukan tidak selalu benar itu 

maksudnya seperti apa? Dan kenapa anggaran pendapatan mereka 

kurang? 

Informan : Ya pokoknya transaksinya mereka tidak selalu benar, yang 

dimaksud anggaran pendapatan mereka kurang bagus itu, potensi 

pendapatan pajak hiburan mereka itu di atas Rp. 20.000.000, tetapi 

mereka selalu menganggarkan dibawah Rp. 15.000.000. Padahal 

jika mereka menganggarkan diatas Rp. 20.000.000 pendapatan  

mereka akan meningkat. 
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